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PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara dengan ketergantungan terhadap penerimaan pajak untuk
memfasilitasi perkembangan dan membangunprasarana bagi masyarakat, maka dari
itu, menunaikan tanggung jawab perpajakan adalah suatu kewajiban warga negara
sebagai bentuk tanggungjawab sosial, sarana untuk patuh dan wujud bakti kepada
negara (Mangoting, 2018). Oleh karena itu, seorang warga negara sangat diharapkan
untuk memiliki kepatuhan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, mulai
dari mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat laporan pajak sesuai
prosedur serta tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, serta menghitung dan
membayarkan pajak denganjujur sesuaitarif yang berlaku, juga melunasi pajak tepat
waktu. Seorang warga negara yang memenuhi semua tanggung jawab
perpajakannya dapat dikatakansebagai pribadi yang patuh terhadap peraturan pajak
(Waluyo, 2020).

Melalui Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2022, diketahui bahwa
salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar selama 3 tahun belakangan ini
adalah pajak penghasilan dengan total realisasi penerimaan sebesar 1.072,11 triliun
pada tahun 2020, 1.278,63 triliun pada tahun 2021, dan 1.716,76 triliun pada tahun
2022. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan No. 7 tahun 2021, penghasilan usaha yang dihasilkan atau diperoleh dari
wajib pajak dalam negeri, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), adalah merupakan objek dari pajak penghasilan.
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Dilansir dari siaran pers Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi, memperkuat
sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ialah kunci pemulihan
perekonomian negara setelah dilanda pandemi Covid-19 dan mencapai kemajuan
ekonomi yang prima. Pemprov DKI Jakarta sudah menunjukkan perhatian yang
sangat besar terhadap para pelaku usaha UMKM dengan menjalankan program
Jakpreneur. Melalui Tribun News, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menjelaskan bahwa
Jakpreneur adalah program dari pemerintah untuk memfasilitasi serta
mengembangkan UMKM melaluikerjasama dalam ekosistem kewirausahaan. Tahap
bimbingan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM mencakup 7 tahap yaitu pelatihan,
pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, serta pemodalan.

Tabel 1. Data Jakpreneur Kumulatif 2018-2023

Tahap Jumlah UMKM
Pendaftaran (P1) 370,292
Pelatihan (P2) 238,810
Pendampingan (P3) 216,086
Perizinan (P4) 200,039
Pemasaran (P5) 59,765
Pelaporan Keuangan (P6) 40,496
Permodalan (P7) 8,708

Sumber: Data Mingguan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta per 13 Oktober 2023

Tabel 1. menunjukkan banyaknya UMKM yang sudah tergabung dalam pembinaan
Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yang dimuat dalam laporan data mingguan
DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Dalam data mingguan tersebut juga menyebutkan
bahwa omzet dari UMKM binaan program Jakpreneur ada yang sudah menyentuh
angka 6,6 miliar pada sistem e-order selama bulan Januari-Oktober 2023. Hal ini
menunjukkan bahwa UMKM yang pergerakannya cukup masif hingga ke pelosok
daerah bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti sebagai salah satu
pemasukan pajak nasional (Gunaasih & Zendrato, 2022).

Pajak penghasilan Final untuk pelaku UMKM sendiri diatur dalam PP No. 55 tahun
2022 yang menimbang dari UU HPP No. 7 tahun 2021 dengan tarif sebesar 0,5 % bagi
UMKM yang mempunyai omzet lebih dari 500 juta dan tidak melebihi 4,8 miliar per
tahunnya. Maka dari itu, penting bagi para pelaku UMKM untuk mempunyai
kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Selain tidak terlambat dalam
melaporkan dan melunasi pajak, Wajib Pajak juga harus mengikuti semua himbauan
pemerintah mengenai regulasi perpajakan yang terbaru. Melalui UU HPP No. 7
tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03 /2022, pemerintah
memutuskan sebuah inovasi terbaru yaitu mengintegrasikan NIK sebagai NPWP.
Peraturan inijuga berlaku untuk wajib pajak UMKM.

Peraturan terbaru ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat
dalam proses administrasi, karena selama ini masyarakat memiliki banyak nomor
identitas, seperti NIK, NPWP, Nomor SIM, Nomor Paspor, dan masih banyak lagi.
Pemadanan NIK sebagai NPWP juga dapat memudahkan DJP dalam pendataan
Wajib Pajak di Indonesia sehingga” “penerimaan pajak bisa dimaksimalkan. Namun,
penduduk yang memiliki NIK tidak otomatis menjadi Wajib Pajak, karena
pemadanan NIK sebagai NPWP juga harus melalui proses pemadanan yang
dilakukan melalui website DJP. Pemerintah akan mulai memberlakukan NIK sebagai

2053



Journal of Social and Economics Research (JSER). Vol. 5, Issue 2, December2023:2051-2067

NPWP pada 1 Januari 2024, sehingga wajib pajak dihimbau untuk segera melakukan
pemadanan sebelum 31 Desember 2023. Jika tidak melakukan pemadanan, Wajib
Pajak yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam sistem pelaporan pajak.

Saat ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan tanggungjawab pajak
masih tergolong rendah, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data United Nations Population Fund, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, dan Badan Pusat Statistik, jumlah pelaku UMKM yang bertambah setiap
tahunnya tidak diiringi oleh pemahaman yang memadai mengenai kewajiban pajak,
kurangnya sosialisasi perpajakan yang merata, dan keterbatasan dalam pemanfaatan
sistem digital pembayaran pajak seperti e-SPT, e-filing, dan e-billing. (Wahyuni,
Oktarina & Leniwati, 2022:2)

Dalam pandangan hukum, pemahaman mengenai perpajakan merupakan suatu
kewajiban yang muncul dikarenakan diberlakukannya undang-undang yang
mewajibkan masyarakat untuk membayar sekian persen dari pendapatannya kepada
negara, sesuai tarif yang ditetapkan. Kewajiban ini ditetapkan oleh negara yang
memiliki wewenang menegakkannya secara paksa, dengan tujuan untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan dana yang diperoleh dari
pendapatan pajak tersebut (Indrawan & Binekas, 2018). Menurut Putra (2020),
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai melalui edukasi atau
menyampaikan pemahaman mengenai kewajiban pajak kepada seluruh warga
negara Indonesia. Langkah pertama bagi Wajib Pajak dalam mematuhi aturan
perpajakan adalah memahami aspek-aspek perpajakan itu sendiri. Dengan
memahami aspek- aspek ini, Wajib Pajak lebih cenderung mematuhi aturan karena
pemahaman tersebut dapat memberikan arahan dan dorongan untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan yang berlaku. Gunaasih & Zendrato (2022) juga beranggapan
serupa yaitu kecenderungan akan kepatuhan pembayaran pajak bisa meningkat jika
seorang wajib pajak mempunyai wawasan perpajakan yang mumpuni seperti yang
dijelaskan pada UU HPP No. 7 tahun 2021.

Salah satu cara untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak selain pemahaman pajak,
perlu juga dilakukan sosialisasi, karena umumnya masyarakat awam tidak
menyadari seberapa penting pajak terhadap keberlangsungan suatu negara. Pada
tahun 2021, saat UU HPP No. 7 tahun 2021 telah dikeluarkan, Humas Direktorat
Jenderal Pajak merilis Paparan Sosialisasi UU HPP No. 7 2021 yang berisikan intisari
dari UU HPP agar memudahkan bagi seluruh Wajib Pajak terutama orang awam
untuk mengetahui pembaharuan dalam undang-undang pajak terbaru. Melalui
laman youtube DJP juga melakukan streaming sosialisasi UU HPP yang diadakan di
beberapa daerah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Sumatera, Jawa, Indonesia
bagian timur, dan lain-lain. Selain itu, DJP juga sudah melakukan sosialisasi
perpajakan denganiklan, baik ditelevisi, media cetak, internet, maupun sosial media.
Dengan demikian, pelaksanaan upaya sosialisasi diharapkan mampu mendorong
kepatuhan para pemilik usaha di sektor UMKM dalam membayar pajak serta dapat
lebih memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara
Indonesia (Herlambang, Hernawati & Widiastuti, 2018).

Dalam perkembangan era digital saat ini, modernisasi sistem juga penting agar
sistem perpajakan di Indonesia tidak mengalami ketertinggalan dan selalu selaras
dengan perkembangan zaman. Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan RI, yang dilansir melalui portal berita Antara News, Suryo
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menyoroti perlunya reformasi perpajakan di Indonesia untuk mengikuti
perkembangan teknologi dan menekankan bahwa perubahan akan terus terjadi
seiring berjalannya waktu karena situasi berubah. Terdapat perubahan signifikan
dalam cara bertransaksi, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui media digital, jejak
digital, komunitas digital, dan transaksi digital yang dianggap tak terhindarkan saat
ini. Saat ini, DJP telah menerapkan berbagai bentuk modernisasi, termasuk e-
registration, yang memungkinkan pendaftaran NPWP secara daring. Selain ituy,
terdapate-SPT, e-filing, dan e-payment. Moderninasi sistem mempunyai tujuan dalam
memudahkan wajib pajak untuk menepati kewajiban perpajakannya, dan dapat
diterapkan dari mana saja melalui internet sehingga tidak perlu dilakukan di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) (Putra, 2020).

Diharapkan bahwa ketiga variabel penting ini akan mendorong kepatuhan
masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, terutama bagi para pelaku UMKM.
Penelitian ini menggabungkan dua penelitian terdahulu oleh Putra (2020) juga
penelitian dari Gunaasih & Zendrato (2022). Penelitian ini mengangkat beberapa
variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk meneliti serta memperoleh
bukti empiris mengenai dampak sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan,
serta modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha UMKM, terutama
di Provinsi DKI Jakarta.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai dampak dari variabel
independen, seperti Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, serta
Modernisasi Sistem, terhadap variabel dependen, yakni Kepatuhan Pajak pelaku
UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Metode kuantitatif diterapkan, yang mana
merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data berupa angka dan
menerapkan analisis statistik untuk mengkaji masalah tersebut (Sugiyono, 2019:16).

Data penelitian ini dikumpulkan melalui data primer, yaknisumber data yangsecara
langsung memberikan informasi kepada penelitimelalui kuesioner. Subjek penelitian
yaitu pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar sebagai binaan Dinas
PPKUKM DKI Jakarta dalam program Jakpreneur. Metode pengambilan sampel
yang diterapkan yaitu purposive sampling, yang disesuaikan dengan kriteria yang
ditetapkan, dan data dikumpulkan dari Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian ini menerapkan analisis regresi berganda (multiple regression) dan proses
pengujian statistik diterapkan melalui penggunaan perangkat lunak Statistical
Product and Service Solution (SPSS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data atau
memberikan gambaran serta deskripsi tentang data yang dikumpulkan dengan

menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dalam
penelitian ini, statistik deskriptif dihitung menggunakan microsoft excel.
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Tabel 1. Statistik Deskriptif

Indikator N Skor Mean St. Dev
1 2 3 4
KP1 203 2 111 86 3.38 0.58
KP2 203 5 12 109 77 3.27 0.68
KP3 203 1 10 110 82 3.34 0.60
KP4 203 0 13 100 90 3.38 0.60
KP5 203 2 7 87 107 347 0.62
PP1 203 1 25 123 54 3.13 0.63
PP 2 203 0 16 127 60 3.22 0.57
PP 3 203 3 22 121 57 3.14 0.66
PP 4 203 2 11 127 63 3.24 0.59
PP 5 203 1 18 131 53 3.16 0.59
SP1 203 0 6 95 102 347 0.56
SP 2 203 14 44 107 38 2.83 0.81
SP 3 203 10 25 119 49 3.02 0.75
SP 4 203 3 18 111 71 3.23 0.67
SP 5 203 2 23 127 51 3.12 0.63
MS1 203 0 17 108 78 3.30 0.62
MS 2 203 1 9 113 80 3.34 0.59
MS 3 203 3 126 70 3.30 0.58
MS 4 203 1 13 112 77 3.31 0.61
MS 5 203 2 14 116 71 3.26 0.63

Data statistik deskriptif untuk variabel dependen kepatuhan pajak menunjukkan
terdapat 2 nilai rata-rata paling besar pada variabel ini yaitu pada indikator KP 1
dan KP 4 dengan rerata sebesar 3,38. Dapat diketahui pula bahwa tidak ada
responden yang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju pada indikator KP 4
dengan item pertanyaan “Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak”.
Mayoritas responden sebanyak 107 dari 203 responden menjawab skala 4 atau
sangat setuju untuk indikator pertanyaan KP 5 dengan item pertanyaan “Saya
tidak pernah mendapatkan sanksi pajak karena memiliki tunggakan pajak baik itu
sanksi administratif maupun sanksi pidana”. Indikator KP 5 juga menjadi
indikator yang memperoleh jawaban skala 3 atau setuju paling sedikit di antara
indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 87 dari203 orang. Nilaistandar deviasi
yang paling besar dalam variabel kepatuhan pajak terdapat pada indikator KP 2
sebesar 0,68 yang menunjukkan bahwa indikator KP 2 memiliki variasi data yang
paling besar.

Data statistik deskriptif untuk variabel independen pemahaman perpajakan
menunjukkan nilai rata-rata terbesar dalam variabel terdapat pada indikator PP 4
yaitu dengan rerata sebesar 3,24. Dapat diamati bahwa tidak ada responden yang
menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju untuk indikator PP 2 dengan item
pertanyaan “Saya memahami langkah-langkah pendaftaran diri sebagai wajib
pajak”. Dalam variabel ini juga mayoritas responden menjawab dengan skala 3
atau setuju untuk semua indikator pertanyaan. Indikator PP 5 dengan pertanyaan
“Saya memahami fungsi pajak di Indonesia” menjadi indikator yang memperoleh
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jawaban skala 3 atau setuju yang paling banyak di antara indikator-indikator
lainnya yaitu sebanyak 131 dari 203 orang. Nilai standar deviasi terbesar dalam
varibel pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,66 yang terdapat pada indikator
PP 3 dengan item pertanyaan “Saya memahami tata cara pelaporan dan
pembayaran pajak”, hal ini menunjukkan bahwa rentang variasi data yang paling
lebar untuk variabel pemahaman perpajakan terdapat pada indikator PP 3.

Data statistik deskriptif untuk variabel independen sosialisasi perpajakan
menunjukkan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 2.83 terdapat pada indikator
SP 2 dengan item pertanyaan “Saya merasa sosialisasi perpajakan yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah berjalan dengan efektif”.
Indikator SP 2 juga menjadiindikator yang memperoleh jawaban skala 1 dan skala
2 terbanyak dari antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 14 dari 203
orang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju dan sebanyak 44 dari 203 orang
menjawab skala 2 atau tidak setuju dan indikator SP 2 memperoleh jawaban skala
4 atau setuju yang paling sedikit dari antara indikator-indikator lainnya yaitu
sebanyak 38 dari 203 orang, sedangkan rata-rata tertinggi berada di indikator SP 1
sebesar 3,47. Mayoritas responden sebanyak 102 dari 203 orang juga menjawab
skala 4 atau sangat setuju dan tidak ada yang responden yang menjawab skala 1
atau sangat tidak setuju untuk indikator SP 1 dengan item pertanyaan “Saya
menganggap penyuluhan akan sangat membantu saya untuk memahami aturan
perpajakan di Indonesia”. Rentang variasi data terbesar juga terdapat pada
indikator SP 2 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.81.

Data statistik deskriptif untuk variabel independen modernisasi sistem
menunjukkan tidakada responden yang menjawabskala 1 atau sangat tidak setuju
untuk indikator MS 1 dengan item pertanyaan “Saya menganggap penggunaan
website pajak.go.id sebagai sarana yang praktis untuk melakukan aktivasi
pemadanan NIK menjadi NPWP”. Indikator MS 3 dengan pertanyaan “Saya
menganggap pembayaran pajak dengan e-payment sangat efektif dan fleksibel
dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan” menjadi indikator yang
memperoleh jawaban skala 2 atau tidak setuju paling sedikit yaitu sebanyak 4 dari
203 orang. Nilai rata-rata terendah dalam variabel ini terdapat pada indikator MS
5 sebesar 3.26 dengan item pertanyaan “Saya mengganggap prosedur
pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran dengan modernisasi sistem perpajakan
mudah dimengerti, dipelajari dan dilakukan”, sekaligus juga indikator MS 5
menunjukkan variasi data terbesar dari indikator lainnya dengan standar deviasi
sebesar 0.63. Berdasarkan data statistik deskriptif setiap indikator di atas, dapat
dirangkum statistik deskriptif per variabel sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel Min Max Mean _ St. Dev
Kepatuhan Pajak 220 5 3.370 2.325
Pemahaman Perpajakan 2.00 5 3178 2198
Sosialisasi Perpajakan 1.60 5 3.134 2.395
Modernisasi Sistem 1.60 5 3.300 2.263

Pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa pada variabel dependen kepatuhan pajak,
diperoleh nilai minimum 2,20, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.370, dan
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nilai standar deviasi sebesar 2,325. Pada variabel independen pemahaman
perpajakan diperoleh nilai minimum 2, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar
3.178, dan nilai standar deviasi sebesar 2,198. Pada variabel independen sosialisasi
perpajakan diperoleh nilai minimum 1.6, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar
3.134, dan nilai standar deviasi sebesar 2,395. Pada variabel independen
modernisasi sistem diperoleh nilai minimum 1.6, nilai maksimum 5, nilai rata-rata
sebesar 3.3, dan nilai standar deviasi sebesar 2,263.

2. Uji Validitas

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dengan tujuan untuk mengetahui
apakah item pertanyaan yang digunakan pada kuesioner penelitian dapat
mengungkapkan variabel yang diukur menggunakan kuesioner tersebut. Dasar
pengambilan keputusan dalam uji validitas ini adalah dengan membandingkan
jika nilai signifikansi 2-tailed dariindikator yang diuji. Jika nilaisignifikansi 2-tailed
kurang dari 0,05, maka item pertanyaan indikator tersebut dapat dikatakan valid,
sedangkan jika nilai signifikansi 2-tailed dari indikator yang diuji lebih dari 0,05,
maka item pertanyaan indikator tersebut tidak valid. Data penelitian untuk uji
validitas ini diukur menggunakan pearson product moment dan diolah
menggunakan software SPSS versi 23. Hasil uji validitas menggunakan SPSS
ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator st:g.le(;). Kesimpulan
Kepatuhan Pajak (Y) 5 butir pertanyaan 0.000 Valid
Pemahaman Perpajakan (X1) 5 butir pertanyaan 0.000 Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2) 5 butir pertanyaan 0.000 Valid
Modernisasi Sistem (X3) 5 butir pertanyaan 0.000 Valid

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji validitas di atas, 20 indikator item pertanyaan dari 4
variabel penelitian semuanya menunjukkan hasil signifikansi 2-tailed sebesar
0,000. Nilai signifikansi 2-tailed ini kurang dari 0,05 dan berdasarkan dasar
pengambilan keputusan maka semua indikator item pertanyaan dalam penelitian
ini dapat dikatakan valid, yang artinya semua item pertanyaan dalam kuesioner
ini mampu mengungkapkan masing-masing variabel penelitian yang diukur
dalam penelitian ini yaitu variabel kepatuhan pajak, pemahaman perpajakan,
sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem.

3. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur
konsistensi dari tiap item pertanyaan kuesioner setiap variabel. Kuesioner dapat
dianggap reliabel ketika jawaban responden menunjukkan konsistensi atau
stabilitas dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini diukur menggunakan formula
Cronbach Alpha dan diuji menggunakan software SPSS. Dasar pengambilan
keputusan dalam uji reliabilitas ini adalah dengan membandingkan nilai
Cronbach’s Coefficient Alpha dari setiap variabel yang diuji. Jika nilai Cronbach’s
Coefficient Alpha lebih dari 0,70, maka item pertanyaan yang digunakan dalam
kuesioner dapat dikatakan reliabel, sedangkanjika nilai Cronbach’s Coefficient Alpha
kurangdari0,70, maka item pertanyaan yang digunakandalam kuesioner tersebut
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tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS ditampilkan pada tabel
berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach's Alpha Kesimpulan
Kepatuhan Pajak (Y) 0.810 Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X1) 0.772 Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2) 0.734 Reliabel
Modernisasi Sistem (X3) 0.805 Reliabel

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas di atas, ketiga variabel independen yaitu
pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem serta
variabel dependen yaitu kepatuhan pajak menunjukkan hasil Cronbach’s Alpha
menunjukkan nilai yang lebih dari 0,70, maka berdasarkan dasar pengambilan
keputusan, semua variabel yang diuji dapat dikatakan reliabel. Hal ini berarti
semua jawaban dari responden dalam kuesioner ini menunjukkan konsistensi.

4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda atau multiple regression digunakan untuk
menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Inijuga dapat menunjukkan arah hubungan dari variabel independen
dan variabel dependen. Persamaan analisis regresi linear berganda dalam
penelitian ini diperoleh dari hasil uji hipotesis menggunakan regresi linear yang
diolah dengan SPSS. Hasil uji hipotesis ditampilkan dalam tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

T
Constant 3.909 0.000
Pemahaman Perpajakan (+) 0317 0.000 Hj Diterima
Sosialisasi Perpajakan (+) 0.075 0.132 H> Ditolak
Modernisasi Sistem (+) 0.408 0.000 Hs Diterima
Adjusted R Square 0.465
F-Sig 0.000 Fit Model

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai konstanta diperoleh sebesar
3,909. Nilai koefisien regresi variabel independen pemahaman perpajakan
diperoleh sebesar 0,317. Nilai koefisien regresi variabel independen sosialisasi
perpajakan diperoleh sebesar 0,075. Nilai koefisien regresi variabel independen
modernisasi sistem diperoleh sebesar 0,408. Berdasarkan hasil uji tersebut maka
diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

KP = 3,909 +0,317PP + 0,0755P + 0,408MS

Keterangan:

KP = Kepatuhan Pajak

PP =Pemahaman Perpajakan
SP = Sosialisasi Perpajakan
MS = Modernisasi Sistem
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5. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahu seberapa besar variabel-variabel independen dapat memberikan
informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Jika angka
Adjusted R Square semakin mendekati 1, maka berarti variabel-variabel
independen tersebut semakin mempengaruhi variabel dependen atau dapat
dikatakan variabel-variabel independen memberikan sebagian besar atau hampir
seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai
Adjusted R Square adalah 0,465 yang jika diubah ke bentuk persen menjadi46,5%,
artinya adalah variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan
modernisasi sistem hanya menjelaskan 46,5% terhadap variabel kepatuhan
perpajakan dan sisanya sebesar 53,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
diteliti di penelitian ini.
6. UjiF

Uji F dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan model
penelitian yang digunakan dan memastikan bahwa persamaan model regresi
dapat secara efektif digunakan untuk menilai dampak variabel independen pada
variabel dependen secara keseluruhan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F
ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi F yang diuji. Jika nilai
signifikansi F lebih besar dari 0,05 maka model regresi yang digunakan tidak
memiliki kecocokan, sedangkan jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05 maka
model regresi yang digunakan memiliki kecocokan.

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi F adalah sebesar 0,000, maka berdasarkan dasar pengambilan
keputusan dapat disimpulkan bahwa model regresi variabel pemahaman
perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem terhadap variabel
kepatuhan pajak memiliki kecocokan.
7. Uji T

Uji T dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara individu. Dasar pengambilan
keputusan dalam uji T ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi tiap
variabel independen yang diuji. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka
variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan
jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dicantumkan
pada tabel 4.7, maka dapat diketahui hasil uji T adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,000, maka
berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa
pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti
hipotesis pertama diterima.

2. Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,131, maka
berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa
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sosialiasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena
0,131 lebih dari 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak.

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi variabel modernisasi sistem adalah sebesar 0,000, maka berdasarkan
dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti hipotesis ketiga diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis pertama
mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak
menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak
berpengaruh positif sehingga Hi diterima. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned
Behavior yang menjelaskan sikap perilaku sebagai salah satu faktor penting yang
dapat memengaruhi keinginan seseorang untuk bertindak dengan mengetahui
akibat dari tindakan yang akan dilakukannya. Dalam hal ini, jika seorang wajib
pajak memiliki pemahaman yang memadai dan mengetahui tata cara perpajakan
serta fungsi pajak di Indonesia, maka wajib pajak tersebut akan mematuhi
peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan
meningkatnya pemahaman perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan
pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Pemahaman perpajakan tentunya
dapat membantu pelaku UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan. Para pelaku
UMKM kebanyakan enggan untuk membayarkan pajak karena pemahaman yang
tidak memadai mengenai peraturan perpajakan.

Dengan mengetahui ketentuan umum perpajakan, langkah-langkah pendaftaran

diri sebagai wajib pajak, tata cara pelaporan, pembayaran, hingga mengetahui tarif
pajak yang tepatsesuai peraturan pajak yang berlaku dan memahami fungsi pajak
di Indonesia dapat membantu seorang wajib pajak untuk mematuhi serta
menjalankan kewajiban pajaknya. Memiliki pemahaman memadai terhadap
peraturan perpajakan juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, kekeliruan,
pelanggaran, bahkan penghindaran pajak. Maka dariitu sangat penting bagi wajib
pajak khususnya para pelaku UMKM untuk memiliki pemahaman perpajakan
yangbaik demi mendorong peningkatan terhadap penerimaanpajak negara. Hasil
dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Indrawan & Binekas (2018), Cahyani & Noviari (2019), Anjelina, Frederica &
Iskandar (2023), serta Astina & Setiawan (2018) yang juga menemukan bahwa
pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis kedua
mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak
menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak sehingga H> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi
perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di
Provinsi DKI Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa di penelitian ini, sosialisasi
perpajakan yang menjadifaktor eksternal menurut teoriatribusi yang menjelaskan
faktor penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh dorongan orang lain tidak
dapat memengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannnya.
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Meskipun sosialisasi perpajakan menjadi salah satu cara dari DJP untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun pada kenyataan yang terjadi
sosialisasi perpajakan yang dilakukan belum efektif sehingga tidak dapat
mendorong wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Tidak berpengaruhnya sosialisasi dapat disebabkan karena belum meratanya
sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya sosialisasi pajak
yang tidak seragam dan kurangnya informasi dari Kantor Pelayanan Pajak
setempat sebagai penyelenggara sosialisasi serta petugas pajak yang kurang
informatif dapat menjadi faktor tidak berpengaruhnya sosialisasi perpajakan
terhadap kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Gunaasih & Zendrato (2022) yang juga
menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
pajak. Namun hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Boediono, Sitawati & Harjanto (2018),
Hardiningsih et al. (2020), Suardana & Gayatri (2020), serta Zelmiyanti & Amalia
(2020) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis ketiga
mengenai pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak menunjukkan
hasil bahwa modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif
sehingga H; diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya
modernisasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib
pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan presepsi
kemudahan dan presepsi kebermanfataan dalam teori Technology Acceptance Model
yang berarti dengan adanya modernisasi dalam sistem perpajakan, wajib pajak
menjadilebih dimudahkan dalam proses pelaporan pajak digital karena sistemnya
yang mudah dioperasikan dan memberikan manfaat bagi wajib pajak
Diberlakukannya modernisasi sistem selain untuk mengikuti perkembangan
zamanjuga dapat membantu memudahkan para pelaku UMKM untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya.

Modernisasi dalam sistem perpajakan, terutama dengan menerapkan prinsip self-
assessment dan kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan tingkat
partisipasi dan kepatuhan wajib pajak. Dengan bantuan teknologi, pelaporan
pajak menjadi lebih efisien, memungkinkan pelaku UMKM yang memiliki
keterbatasan waktu untuk melaporkan pajak secara cepat dan mudah. Faktor-
faktor seperti proses pendaftaran dan pelaporan yang efisien menggunakan e-
registration, e-filling, dan e-SPT yang semuanya dapat dilakukan secara online dari
mana saja, bersama dengan kemudahan dalam penyetoran pajak melalui berbagai
platform teknologiseperti ATM, internet banking, atau mobile banking, dapat menjadi
faktor utama yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil
penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdillah &
Suprihatin (2021), Suharyono (2018), dan Kussuari & Boenjamin (2019) yang juga
menemukan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan
pajak pelaku UMKM.
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SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa uji hipotesis dan statistik serta pembahasan yang telah
dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dari itu penelitian mengenai Pengaruh
Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Modernisasi Sistem terhadap
Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

3. Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
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